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TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEDERAJAT DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pemenuhan hak
anak dan perlindungan anak di sekolah berdasarkan
ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, perlu
adanya penetapan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten
Tabalong;

bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang
menyenangkan, aman, nyaman, tanpa diskriminasi dan
tanpa kekerasan, perlu menetapkan Sekolah Ramah Anak
Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten
Tabalong Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1979  tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3143);



10.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235}, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355};

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomeor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 060), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 5J;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Menengah
Pertama/Sederajat di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki
tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan prinsip, komponen, dan indikator Sekolah
Ramah Anak; dan
b. menyusun dan melaksanakan program kegiatan yang
mendukung terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 ABkmber AT
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia di Jakarta.

2. Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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DAFTAR SEKOLAH RAMAH ANAK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /

SEDERAJAT DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO NAMA SEKOLAH ALAMAT
1. |SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH | Jl. Ahmad Yani RT.S8,
TABALONG Desa Maburai
2. |SMP TAHFIDZ TERPADU SYAMS |Jl. Mabu’un Indah RT.04 RW.02,
UMMI KALTSUM Kelurahan Mabuun
3. | SMP ISLAM TERPADU AR RISALAH | Jl. Loyang Indah RT.11, '
TANJUNG Kelurahan Jangkung
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